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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 merupakan
pelaksanaan tahap kedua dan terakhir dari Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026. Pembangunan Kabupaten
Karanganyar sebagaimana tertuang dalam RPD 2024-2026 memiliki tujuan
Pembangunan yaitu “Menigkatkan Daya Saing Daerah”. Oleh karena itu Arah
kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 yang
dilaksanakan dalam Pembangunan daerah Tahun 2025 adalah “Perwujudan
Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan smartcity yang
berwawasan lingkungan”.

Arah kebijakan pembangunan tersebut meliputi 5 (lima) sasaran yang
meliputi:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;

2.  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan
berkeadilan dengan semangat kegotong royongan;

3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi
ekonomi lokal,

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat
Reformasi Birokrasi;

5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan
daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 tidak terlepas dari pengaruh berbagai
dinamika baik global, nasional, maupun regional termasuk konflik geopolitik, yang
menyebabkan gejolak ekonomi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi
global yang melemah. Terbitnya kebijakan baru pada beberapa sektor melalui
terbitnya regulasi baru, memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak
langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi
perekonomian dan jalannya pembangunan baik yang berdampak secara langsung
maupun tidak langsung. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana
transfer juga mempengaruhi pada kerangka pendanaan yang telah ditetapkan.

Dengan kondisi tersebut, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah tahun 2025 dapat digambarkan dalam capaian kinerja tujuan dan sasaran
pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, kinerja utama perangkat
daerah, dan hasil capaian kinerja program dan kegiatan pada seluruh urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden


http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/perpres2014_029.pdf

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
maka dilakukan pengukuran terhadap pencapaian target kinerja tujuan dan
sasaran pembangunan daerah dengan tahapan sebagai berikut:

A. METODE PENGUKURAN
Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Karanganyar
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014, Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria
Evaluasi dan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran
kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,
digunakan rumus :

REALISASI
CAPAIAN INDIKATORKINERJA = X 100%
TARGET

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,
digunakan rumus :

TARGET- (REALISASI-TARGET)
CAPAIAN INDIKATORKINERIA = X 100%
TARGET

atau

| ( 2 X TARGET ) - REALISASI
CAPAIAN INDIKATORKINERJA = X 100%
TARGET

Penilaian capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 2024, yang dilaporkan dalam bentuk outcome. Selanjutnya
berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi
yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan
pencapaian kinerja.


http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/perpres2014_029.pdf

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai Kategori Penilaian
= 100% Istimewa
>85 — 100% Baik
>60 — 85% Butuh Perbaikan
>20 — 60% Kurang
Kurang dari 20% Sangat Kurang

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran capaian IKU, diperoleh
data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Kabupaten
Karanganyar adalah sebesar 101,21% dengan kategori “Istimewa”
sebagaimana Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2025
0,
NO URAIAN IKU SATUAN TARGET |REALISAS CA/IgAI
| AN

(1) (2) (3 (4) () (6)
Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah

1 | Indek Daya Saing Daerah Indek 3,8 3,85| 101,32

Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan Pembangunan dan perlindungan sosial
2 | Angka Kemiskinan | % | 8,96 | 8,4 | 106,25

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan
berkeadilan dengan semangat kegotong royongan

3 | Indek Pembangunan Angka 78,19 78,67 100,61
Manusia

Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi
local

4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,15 | 5,75| 93,50%
Sasaran 4 : Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi
birokrasi

5 | Indek Reformasi Birokrasi | Angka | 86 | 85,58 | 99,51
Sasaran 5 : Meningkatnya Wilayah Tangguh Bencana berbasis lingkungan

6 | Indek Resiko Bencana | Angka | 87,42 | 82,14 | 106,04

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama 101,21




Berdasarkan tabel 3.2 dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Karanganyar terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya
melebihi target yang ditetapkan yaitu Indek Daya Saing Daerah, Angka Kemiskinan,
Indek Pembangunan Manusia dan Indek Resiko Bencana, 2 (dua) indikator kinerja
yang capaiannya belum sesuai dengan yang direncanakan antara lain
Pertumbuhan Ekonomi dan Indek Reformasi Birokrasi dikarenakan masih

menggunakan nilai hasil evaluasi sementara.

C. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang
secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan
antara target dengan realisasi tahun 2025, realisasi tahun 2025 dengan
realisasi 2 (dua) tahun terakhir, realisasi tahun 2025 dengan target jangka
menengah dokumen perencanaan daerah dan realisasi tahun 2025 dengan
realisasi nasional/regional. Analisis terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja yang
ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada RPD
2024-2026.

1. Tujuan “Meningkatkan Daya Saing Daerah”

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) berfungsi untuk menilai
posisi dan kapasitas suatu wilayah dalam mencapai pembangunan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan. IDSD menjadi alat ukur kuantitatif yang
menggambarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial,
dan kualitas kelembagaan.

Pengukuran IDSD memiliki fungsi strategis dalam konteks
pengembangan kewilayahan. Nilai indeks mencerminkan tingkat kesiapan daerah
dalam menghadapi persaingan antarwilayah. Data IDSD dapat digunakan untuk
memetakan kekuatan struktural dan kelemahan yang menghambat pertumbuhan.
Analisis ini membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan
yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Dalam konteks Kabupaten
Karanganyar, hasil IDSD digunakan untuk menilai sejauh mana struktur ekonomi
lokal mampu mendukung integrasi dengan wilayah Subosukawonosraten dan
Jawa Tengah. Nilai IDSD yang meningkat dari 3,21 pada tahun 2022 menjadi 3,43
pada tahun 2023, 3,74 pada tahun 2024 dan 3,85 pada tahun 2025 menunjukkan

terjadinya perbaikan dalam beberapa dimensi daya saing regional.



IDSD juga memiliki fungsi evaluatif terhadap efektivitas kebijakan daerah.
Skor antar tahun dapat digunakan untuk menilai dampak dari implementasi
kebijakan ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Perubahan skor dapat menjadi
indikator keberhasilan program pembangunan, baik yang bersumber dari APBD
maupun sinergi lintas sektor. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar,
peningkatan skor IDSD selama tiga tahun terakhir menggambarkan terjadinya
penguatan kapasitas tata kelola dan kualitas layanan publik. Data ini dapat
digunakan sebagai bahan pembanding dalam proses perencanaan jangka
menengah. IDSD tidak hanya menjadi ukuran kinerja, tetapi juga menjadi alat
akuntabilitas publik bagi proses pembangunan daerah yang berbasis hasil.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan Meningkatkan Daya Saing yang diukur
dengan indikator Indek Daya Saing Daerah dengan pengukuran sebagaimana
Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tujuan
Meningkatkan Daya Saing Daerah

TAHUN 2025 TARGET CARAIAN
KINERJA
REALISASI REALISASI AKHIR
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN Th. 2025
UTAMA B KINERJA SE8 TERHADAP
Th. 2023 Th.2024 TARGET REALISASI (TAHUN
Th. 2025 TARGET
2026)
AKHIR RPD
Indek Daya Saing
3,43 3,74 3,800 3,85 101,32% | 3,850 100%
Daerah

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2026
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan sebagaimana tabel di atas dapat
disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Daya Saing Daerah” dengan indikator
Indek Daya Saing Daerah tahun 2025 sebesar 101,32% dengan kategori
“Istimewa”.

Jika dibandingkan dengan capaian IDSD Nasional dan Provinsi Jawa

Tengah, IDSD Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 berada di atas rata-rata

nasional yaitu 3,50 dan sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 3,87,

sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.4
Indek Daya Saing Daerah Kabupaten Karanganyar,

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

Tahun Kab. Jawa Tengah Nasional
Karanganyar
2025 3,85 3,87 3,50

Dalam pencapaian Tujuan ini didukung sasaran sebagai berikut :

1.1 Meningkatnya pemerataan Pembangunan dan perlindungan sosial.

1.2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan
berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.

1.3 Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi
ekonomi lokal.

1.4 Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat
reformasi birokrasi.

1.5 Meningkatnya wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan.

Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran adalah sebagaimana tabel

berikut :

1.1 Sasaran : Meningkatnya pemerataan Pembangunan dan perlindungan sosial

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya pemerataan Pembangunan dan perlindungan sosial

CAPAIAN

TAHUN 2025 TARGET
KINERJA

REALISASI REALISASI AKHIR

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN Th. 2025

UTAMA B KINERJA SE8 TERHADAP
Th. 2023 Th.2024 TARGET REALISASI (TAHUN
Th. 2025 TARGET

2026
) AKHIR RPD

Angka Kemiskinan 9,79 9,59 8,96 8,48 106,25% 8,03 95,39%
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1.1 sebagaimana tabel

3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pemerataan
pembangunan dan perlindungan sosial” dengan indikator angka
kemiskinan tahun 2025 adalah sebesar 106,25% dengan kategori

“Istimewa”.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas
kemiskinan artinya tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi
untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Pada Tahun
2025 angka kemiskinan Kabupaten Karanganyar sebesar 8,48, melebihi target
yang ditetapkan yaitu sebesar 8,96, dan mengalami penurunan jika dibanding
tahun 2024 sebesar 9,59.

Pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2025 dari tahun 2024 adalah :

o Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar berkurang sebanyak
9.710 orang.

o Mereka naik kelas secara ekonomi dan tak lagi menyandang status warga
misKkin.

e Pemkab Karanganyar menargetkan di tahun 2025, warga miskin bisa

ditekan hingga di angka 8,96 persen dari jumlah penduduk.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat
kemiskinan Kabupaten Karanganyar di Tahun 2025 masih lebih rendah dari
Provinsi Jawa Tengah, namun sedikit lebih tinggi dari Nasional, sebagaimana
tabel berikut.
Tabel 3.6
Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 — 2025

Tahun Kab. Karanganyar Jawa Nasional
(Ribu jiwa) % Tengah

2023 88,64 9,79 10,77 9,36

2024 87,37 9,59 9,58 8,57

2025 77,66 8,48 9,48 8,47




Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan
indikator angka kemiskinan, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi
dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan:

a. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pemenuhan universal
akses, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah serta

pembangunan kawasan strategis pedesaan.

b. Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial

dan penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja

sasaran Angka Kemiskinan Tahun 2025 adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
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Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Pengembangan Perumahan
10. Program Kawasan Permukiman
11. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
13. Program Penatagunaan Tanah
14. Program Pemberdayaan Sosial
15. Program Rehabilitasi Sosial
16. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
17. Program Penanganan Bencana
18. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1.2 Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.



Indeks Pembangunan

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan

berkeadilan dengan semangat kegotong royongan

77,31 78,11 78,19 78,67 100,61% 77,68

101,27%

Sumber: Badan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1.2 sebagaimana

tabel 3.7 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas sumber daya
manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong
royongan” dengan indikator Indek Pembangunan Manusia tahun 2025
adalah sebesar 100,61% dengan kategori “Istimewa”.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karanganyar tahun 2025
mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Karanganyar
tahun 2025 sebesar 78,67 atau tumbuh 0,72% dibandingkan tahun 2024, yang
sebesar 78,11.

Pemicu nilai IPM yang tinggi adalah capaian pembangunan pendidikan
yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah. Pendidikan yang lebih tinggi
seringkali berhubungan dengan kesempatan kerja yang lebih baik dan
produktivitasnya yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas
hidup dan IPM secara keseluruhan.

Umur harapan hidup adalah indikator utama kesehatan masyarakat
termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan, gizi dan gaya hidup lebih
sehat. Tingkat kesehatan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan
kualitas hidup, yang merupakan salah satu komponen kunci dalam
penghitungan IPM.

Peningkatan IPM Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dipengaruhi
oleh peningkatan pada semua komponen pembentuknya, baik kualitas
kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.




Angka IPM 78,67 merupakan hasil perhitungan dari nilai indikator
penyusunnya yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 78,21 tahun, Rata-
Rata Lama Sekolah 9,27 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,74 tahun dan
Pengeluaran Per Kapita sebesar 13.244 ribu rupiah.

Kualitas pembangunan manusia terlihat dari IPM Kabupaten
Karanganyar yang meningkat dari 78,11 pada Tahun 2024 menjadi 78,67
pada Tahun 2025 diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,75
dan IPM nasional sebesar 75,90 pada Tahun 2025. Artinya capaian
pembangunan manusia dan kinerja pembangunan manusia secara
keseluruhan lebih baik bila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah
maupun secara nasional.

Perbandingan capaian Indek Pembangunan Manusia Kabupaten
Karanganyar Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dengan capaian Indek
Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana

tabel berikut.
Tabel 3.8

Perbandingan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023-2025

Tahun Kab. Jawa Tengah Nasional
Karanganyar
2023 77,31 73,39 74,39
2024 78,11 73,87 75,02
2025 78,67 74,75 75,90

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan,
sehingga perlu dipastikan dari sisi kualitas semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat
penting dalam perkembangan suatu daerah maupun kesejahteraan
masyarakat. Kualitas SDM yang tinggi dapat meningkatkan daya saing di
pasar global. Sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan memiliki
keterampilan yang relevan dapat membuat suatu daerah menjadi lebih
produktif dan inovatif. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi
pendorong utama kemajuan teknologi dan inovasi. SDM yang kreatif dan
berpengetahuan dapat menciptakan solusi baru, teknologi canggih, dan
memajukan berbagai sektor. Dibidang ekonomi, kualitas SDM yang baik
berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Sumber daya manusia
yang terlatih dan terampil dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan output,



dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM juga memainkan
peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia
yang terdidik memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang

layak, akses ke layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup.
Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan

indikator indek pembangunan manusia, telah dilakukan melalui berbagai
macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain

dengan:

a. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas
pengelolaan pendidikan, kesehatan, budaya literasi, dan mendorong
pemenuhan SPM bidang pendidikan dan kesehatan.

b. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui
peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan anggaran responsif
gender, penanganan kekerasan perempuan dan anak, serta pemenuhan
hak anak

c. Meningkatkan, produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi
calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karanganyar
dan kawasan industri sekitar Karanganyar, peningkatan penempatan
kerja, peningkatan penyelesaian hubungan industri. d. Meningkatkan
kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melalui
pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja
sasaran Indek Pembangunan Manusia Tahun 2025 adalah :

Program Pengelolaan Pendidikan;

Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;

Program Pengembangan Kebudayaan;

Program Pengembangan Kesenian Tradisional;

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
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Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan;
9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan
Minuman
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



1.3. Sasaran :

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan
Perempuan

Program Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

Program Perlindungan Khusus Anak

Program Pengendalian Penduduk

Program Pembinaan Keluarga Berrencana (Kb)

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
(Ks)

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja

Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber

potensi ekonomi lokal.

Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Sasaran

Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi

ekonomi lokal

5,50 5,56 6,15 5.75 93,50% 6,20

92,74%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 3 sebagaimana tabel

3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :




- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya daya saing
perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal” dengan indikator
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 adalah sebesar 93,50% dengan
kategori “Baik”.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tercatat
sebesar 5,75 persen. Realisasi tersebut mengalami peningkatan
dibandingkan Tahun 2024 sebesar 5,56 persen dan Tahun 2023 sebesar 5,50
persen. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di
bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Struktur pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 menunjukkan penguatan
pada kategori jasa, pariwisata, dan transportasi, sementara kategori
konstruksi dan utilitas tertentu mengalami perlambatan.

Tiga kategori dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah kategori
penyediaan akomodasi makan dan minum yang mampu tumbuh sebesar
12,45 persen. Pertumbuhan teringgi ini terutama didorong oleh peningkatan
kunjungan wisatawan di kabupaten Karanganyar dan peningkatan aktivitas
ekonomi kreatif.

Berikutnya adalah kategori Informasi dan komunikasi yang tumbuh
sebesar 9,88 persen yang mencerminkan bahwa percepatan transformasi
digital telah menyentuh semua pihak di Kabupaten Karanganyar.

Ketiga yaitu kategori transportasi dan pergudangan yang tumbuh
sebesar 9,84 persen seiring dengan meningkatnya mobilitas orang dan
distribusi barang yang dipicu oleh banyaknya transaksi online.

Lima kategori dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil
adalah kategori industri pengolahan, kategori pertanian, kehutanan dan
perikanan, kategori real estate, kategori jasa pendidikan dan kategori
perdagangan besar dan eceran.

Industri pengolahan ditengah berbagai kondisi yang terjadi akibat
perang dagang di kancah internasional masih mampu tumbuh 5,50 persen
dan tetap menjadi penopang utama struktur ekonomi di Kabupaten
Karanganyar. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 6,05
persen menunjukkan pemulihan dan peningkatan produktivitas hasil
pertanian. Kategori real estate tumbuh 6,01 persen, Kategori pendidikan
tumbuh 6,10 persen sedangkan kategori perdagangan dan eceran tumbuh

4,28 persen.



Kategori yang mengalami perlambatan atau kontraksi ada 3 yaitu
kategori konstruksi yang tumbuh 3,51 persen, melambat dibandingkan
dengan pertumbuhan kategori konstruksi tahun lalu yang merupakan akibat
dari normalisasi proyek infrastruktur. Kategori administrasi pemerintah tumbuh
1,74 persen, melambat seiring kebijakan efisiensi anggaran belanja. Kategori
yang mengalami konstruksi adalah pengadaan air, pengelolaan sampah,
limbah dan daur ulang sebesar -6,69 persen.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2025 lebih tinggi,
sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023-2024

Tahun Kab. Jawa Tengah Nasional
Karanganyar

2023 5,53 4,98 5,05

2024 5,54 4,95 5,03

2025 5,75 4,97 5,11

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan
indikator pertumbuhan ekonomi, telah dilakukan melalui berbagai macam
strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan
meningkatkan daya saing perekonomian melalui pembangunan dan
perawatan jalan serta penguatan koperasi dan UKM, fasilitasi industri kecil,
peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian dan
perikanan, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan
potensi daerah.

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja
sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 antara lain :

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

N o bk wh =

Program Pelayanan Penanaman Modal



8. Program Pengeloaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
9. Program Pemasaran Pariwisata
10. Program Peningkatan Disversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
11. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
12. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
13. Program Pengembangan Ekspor
14. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
15. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Secara keseluruhan, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi Tahun
2025 belum sepenuhnya mencapai target, struktur ekonomi Kabupaten
Karanganyar menunjukkan fundamental yang kuat dan prospek yang positif

untuk mencapai target akhir RPD Tahun 2026.

1.4. Sasaran : Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan
semangat reformasi birokrasi.
Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat

reformasi birokrasi.

TAHUN 2025 TARGET CAPAIAN

SASARAN
REALISASI REALISASI CAPAIAN  AKHIR
INDIKATOR Th. 2025

SASARAN SASARAN SASARAN RPD
SASARAN TERHADAP

Th.2023  Th.2024 TARGET REALISASI Th.2025 (TAHUN
2026)

TARGET
AKHIR RPD

Indeks Reformasi
) ] 70,91 85,74 86 85,58 99,51% 75 114,11%
Birokrasi

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 4 sebagaimana tabel
3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya tata pemerintahan yang

berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi” dengan indikator Indek
Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebesar 99,51% dengan kategori “Baik”.



Capaian Indek RB Kabupaten Karanganyar tahun 2025 ini mengalami sedikit
penurunan dari tahun 2024 dikarenakan adanya penurunan nilai pada
beberapa indikator RB General yang mempengaruhi capaian Indek RB.

Jika dibandingkan dengan capaian Indek RB Provinsi Jawa Tengah,

Indek RB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 masih di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan diatas Rata-rata Nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.12
Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar,

Provinsi Jawa Tengah dan Rata-rata Nasional Tahun 2023-2025

Tahun Kab. Jawa Tengah Rata-rata
Karanganyar Nasional

2024 85,74 91,11 71,55

2025 85,58 94,06 71,83

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dan terakhir pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan tahun pertama
pelaksanaan RoadMap 2025-2029 berdasarkan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun
2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun
2025.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan
indikator indeks reformasi birokrasi, telah dilakukan melalui berbagai macam
strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan :
a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan

akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan,
kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan
kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN,
peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan
kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan
kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan

kualitas arsip daerah.



b. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatkan kualitas pelayanan

c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui

sasaran Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2025 adalah :
1.

perangkat daerah.

peningkatkan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta
tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan kemanan dan

ketertiban umum

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja

ok wh

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Perumusan Kebijakan, Pemdampingan Dan Asistensi

Program Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.5. Sasaran : Meningkatnya wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan.

Indeks Resiko
Bencana

Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 3.13

Meningkatnya Wilayah Tangguh Bencana Berbasis Lingkungan

91,51

87,71

87,42

82,14

106,04 %

80

102,68%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 5 sebagaimana tabel

3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya wilayah tangguh bencana
berbasis lingkungan” dengan indikator indek resiko bencana tahun 2025

adalah sebesar 106,04% atau melebihi target yang ditetapkan.




Salah satu faktor tercapainya indikator tersebut adalah adanya sinergi antar
para pemangku kepentingan mengenai kebencanaan serta adanya
program/kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau
peningkatan kapasitas yang dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif
dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana.

Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah
dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga
tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun
2015-2024.

Jika dibandingkan dengan capaian Indek Resiko Bencana Provinsi
Jawa Tengah, maka capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025 ini lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tabel
berikut :

Tabel 3.14
Indek Resiko Bencana Kabupaten Karanganyar,

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tahun Kab. Karanganyar Jawa Tengah
2025 82,14 92,37

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan
indikator indeks resiko bencana dilakukan dengan meningkatkan
penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya
bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan peningkatan
kualitas lingkungan.

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja
sasaran Indek Resiko Bencana Tahun 2025 adalah :

1. Program Penanggulangan Bencana

2. Program Perencanaan Lingkingan Hidup

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Peyuluhan Lingkungan

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup



9. Program Pengelolaan Sampah

10.Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

11.Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

12.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan

Penyelamatan Non Kebakaran

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah
dilakukan efisiensi penggunaan sumber anggaran antara lain dengan

menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung

terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan

anggaran pencapaian tujuan dan sasaran :

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
untuk Melaksanakan Sasaran Strategis

Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian | Efisensi
Program Pengelolaan Sumber 7.016.278.220,00 6.165680.933,00 | 87,88 | 12,12
Daya Air (Sda)
Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem 2.463.100.000,00 2.404.912.300,00 97,64 2,36
Penyediaan Air Minum
Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem Air 1.067.100.000,00 1.048.765.573,00 98,28 1,72
Limbah
Program Pengelolaan Dan 1.899.000.000,00 176588130000 | 92,99 | 7,01
Pengembangan Sistem Drainase
Program Penataan Bangunan 7.968.847.000,00 7.114.705.819,00 89,28 10,72
Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan 124.180.444.735,00 116.899.777.431,00 94,14 5,86
Program Pengembangan Jasa 100.000.000,00 97.096.350,00 | 9800 | 2,00
Konstruksi
Program Penyelenggaraan
Meningkatnya Penataan Ruang 1.962.832.000,00 1.854.403.582,00 94,48 5,52
. Pemerataan
'[\)/Ienlngkatkan Pembangunan ﬁgﬂ?;:ﬁr‘gembangan 348.650.750,00 34567395000 | 99,15 0,85
aya Saing Dan
Daerah Perlindungan | Program Kawasan Permukiman 732.670.975,00 72465323000 | 98,91 1,09
Sosial P P hanD
rogram Ferumanan an 39.341.610,00 38.776.90000 | 98,56 144
Kawasan Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, 1556.170.227,00 1452.372.660,00 | 93,33 6,67
Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
Program Peningkatan Pelayanan
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi,
Dan Registrasi Bidang 40.563.000,00 39.924.250,00 98,43 1,57
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Program Pemberdayaan Sosial 44.428.250,00 43.742.150,00 98,46 1,54
Program Rehabilitasi Sosial 512.253.200,00 474.421.596,00 92,61 7,39
Program Perlindungan Dan 6.070.885.170,00 580592672200 | 9504 | 4,36
Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana 144.192.400,00 133.201.900,00 92,38 7,62




Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian | Efisensi
Program Pengelolaan Taman 30.949.400,00 3094220000 | 9998 | 002
Makam Pahlawan
Program Penyelesaian Ganti
Kerugian Dan Santunan Tanah 75.000.000,00 73.202.000,00 97,60 2,40
Untuk Pembangunan
Program Redistribusi Tanah, Dan
Ganti Kerugian Program Tanah
Kelebihan Maksimum Dan Tanah 31.250.000,00 0.00 0,00 100,00
Absentee
Program Penatagunaan Tanah 301.370.000,00 242.631.800,00 80,51 19,49
Jumlah Sasaran 156.585.326.937,00 146.757.601.646,00 93,72 6,28
Program Pengelolaan Pendidikan 163.937.333.643,00 162.314.365.702,00 99,01 0,99
Program Pendidik Dan Tenaga 14.286.800,00 11.786.800,00 | 8250 | 17,50
Kependidikan
Program Pengendalian Perizinan 9.840.000,00 9580.00000 | 97,36 | 2,64
Pendidikan
Program Pengarusutamaan
Gender Dan Pemberdayaan 15.000.000,00 14.252.750,00 95,02 4,98
Perempuan
Program Perindungan 215.330.400,00 140.288.80000 | 6515 | 34,85
erempuan
Program Pengelolaan Sistem 5.000.000,00 500000000 | 100,00 | 0,00
Data Gender Dan Anak R R ' '
(P;;g;am Pemenuhan Hak Anak 140.000.000,00 134.187.80000 | 9585 | 4,15
frogram Perlindungan Khusus 205.329.600,00 16787610000 | 8176 | 1824
Egﬁa’am Perencanaan Tenaga 44.704.950,00 4299995000 | 9619 | 381
Program Pelatihan Kerja Dan 1.980.920.000,00 192522513200 | 97,19 | 2,81
Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Program Penempatan Tenaga
Kualitas Ker 61.153.400,00 59.215.900,00 96,83 3,17
Sumber Daya ena
Manusia Yang | Program Hubungan Industrial 175.094.750,00 165.333.332,00 94,43 5,57
Berdaya Saing
Dan , Program Pengendalian Penduduk 413.777.100,00 407.430.850,00 98,47 1,53
Berkeadilan
Dengan Program Pembinaan Keluarga
Semangat Berencana (Kb) 5.461.759.800,00 5.300.885.776,00 97,05 2,95
Kegotong Program Pemberdayaan Dan
Royongan Peningkatan Keluarga Sejahtera 4.921.729.200,00 4.907.538.200,00 99,71 0,29
(Ks)
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan 80.220.109.872,00 74.383.459.722,00 92,72 7,28
Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia 3.327.243.300,00 3.205.799.724,00 96,35 3,65
Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan Dan Makanan 473.725.970,00 465.447.020,00 98,25 1,75
Minuman
Program Pemberdayaan 532.136.000,00 512.490.000,00 | 96,31 3,69
Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Pendaftaran Penduduk 961.848.537,00 921.429.500,00 95,80 4,20
Program Pencatatan Sipil 73.002.300,00 69.599.300,00 95,34 4,66
Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan 93.694.825,00 93.614.800,00 99,91 0,09
Program Pengelolaan Profi 15.387.400,00 1530000000 | 9943 | 057
Kependudukan
Jumlah Sasaran 263.298.407.847,00 255.273.107.158,00 96,95 3,05




Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian | Efisensi
Program Penyelenggaraan Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (L) 9.579.787.450,00 9.334.702.476,00 97,44 2,56
g.mgram Pelayanan lzin Usaha 10.000.000,00 9.999.100,00 | 99,99 0,01
impan Pinjam
Program Pengawasan Dan 128.400.000,00 12788715800 | 99,60 | 040
Pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan 35.000.000,00 3500000000 | 100,00 | 0,0
Ksp/Usp Koperasi
Program Pendidikan Dan Lathan 2.525.080.000,00 249681241300 | 98,88 1,12
erkoperasian
Program Pemberdayaan Dan 1.840.000.000,00 184000000000 | 100,00 | 0,00
Perlindungan Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil, Dan 221.400.000,00 218.467.100,00 98,68 1,32
Usaha Mikro (Umkm)
Program Pengembangan Umkm 5.188.500.000,00 5.173.500.000,00 99,71 0,29
Program Pengembangan [Kim 127.997.000,00 12731425000 | 9947 | 053
Penanaman Modal
Frogram Promos Penanaman 116.943.400,00 11594340000 | 9914 | 086
Frodram Pelayanan Peranaan 104.705.250,00 10444750000 | 9975 | 025
Program Pengendalian 32.521.550,00 3252155000 | 10000 | 0,00
Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan
Sistem Informasi Penanaman 4.039.000,00 4.039.000,00 100,00 0,00
Modal
Program Peningkatan
Diversifikasi Dan Ketahanan 170.447.000,00 167.270.966,00 98,14 1,86
) Pangan Masyarakat
Meningkatnya P o Pen nan
Daya Saing Kg’rg\’;‘ananepaazgzna 5.490.000,00 5.490.000,00 | 100,00 0,00
Perekonomian 9
Dengan Program Pengawasan Keamanan 20.051.000,00 2002000000 | 99,85 0,15
Bersumber Pangan
Potensi Program Pengelolaan Perikanan 448.614.725,00 44798472500 | 9986 | 014
Ekonomi Lokal | Budidaya T o ' '
Program Pengawasan Sumber 21.468.750,00 21.468.750,00 | 100,00 0,00
Daya Kelautan Dan Perikanan
Program Pengolahan Dan 54.371.650,00 5430565000 | 9988 | 0,12
Pemasaran Hasil Perikanan
Program Penyediaan Dan
Pengembangan Sarana 15.745.895.100,00 15.555.462.603,00 98,79 1,21
Pertanian
Program Penyediaan Dan
Pengembangan Prasarana 4.870.315.000,00 4.748.029.136,00 97,49 2,51
Pertanian
Program Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan 53.244.450,00 52.434.450,00 98,48 1,52
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Pengendalian Dan
Penanggulangan Bencana 26.202.000,00 26.202.000,00 100,00 0,00
Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian 788.628.000,00 755.779.800,00 95,83 417
Program Pengelolaan Energi 8.700.000,00 854800000 | 9825 | 175
Baru Terbarukan
Program Peningkatan Sarana 946.202.550,00 943.803.950,00 | 99,75 025
Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok Dan 20.906.800,00 20.825.200,00 99,61 0,39
Barang Penting
Program Standardisasi Dan 16.776.000,00 16.767.500,00 | 99,95 0,05
Perlindungan Konsumen
Program Penggunaan Dan 185.010.000,00 182563.30000 | 9868 | 132

Pemasaran Produk Dalam Negeri




Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian | Efisensi
Program Perencanaan Dan 514.037.800,00 497.399.550,00 | 96,76 324
Pembangunan Industri
Program Pengendalian [zin 30.084.200,00 27.168.200,00 | 90,31 9,69
Usaha Industri
Program Pengelolaan Sistem 39.375.000,00 38.554849.00 | 97,92 2,08
Informasi Industri Nasional
Jumlah Sasaran 43.880.193.675,00 43.210.712.576,00 98,47 1,53
Program Pemerintahan Dan 10.763.953.350,00 10536.541.18200 | 97,89 | 2,11
Kesejahteraan Rakyat
Program Perekonomian Dan 1521.727.550,00 141199020700 | 9279 | 721
Pembangunan
Program Dukungan Pelaksanaan 28.403.087.842,00 25.765641.132,00 | 90,71 9,29
Tugas Dan Fungsi Dprd
Program Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi 876.010.300,00 869.913.193,00 99,30 0,70
Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan
Sinkronisasi Perencanaan 1.128.868.850,00 1.105.408.419,00 97,92 2,08
Pembangunan Daerah
program Pengelolaan Kevangan 362.605.938.832,00 346.062.604.73400 | 9544 | 456
Program Pengelolaan Barang 1.846.126.120,00 1.757.083.673,00 | 95,18 482
Milik Daerah
Program Pengelolaan 6.792.255.467,00 6471629012900 | 9528 | 472
Pendapatan Daerah
Program Kepegawaian Daerah 1.698.703.550,00 1.410.774.050,00 83,05 16,95
Meningkatnya P P b Sumb
Tata Dr°9“’,‘wm engembangan Sumber 1.671.299.955,00 142926661600 | 8552 | 14,48
Pemerintahan aya Manusia_
Yang Program Peneliian Dan 865.111.450,00 84925454200 | 9817 | 183
Berkualitas Pengembangan Daerah
Dengan Program Penyelenggaraan
Semangat Pengawasan 3.109.762.425,00 2.333.065.107,00 75,02 24,98
Reformasi P P Kebiiak
Birokrasi rogram Ferumusan feblakan, 1.193.561.900,00 862.914.95000 | 7230 | 27,70
Pendampingan Dan Asistensi
Program Penguatan Ideologi
Pancasila Dan Karakter 750.000.000,00 718.922.239,00 95,86 414
Kebangsaan
Program Peningkatan Peran
Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan 1.940.000.000,00 1.917.524.005,00 98,84 1,16
Politik Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Program Pemberdayaan Dan
Pengawasan Organisasi 7.324.000.000,00 7.125.100.650,00 97,28 2,72
Kemasyarakatan
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan 150.000.000,00 142.732.600,00 95,16 4,84
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional Dan
Peningkatan Kualitas Dan 950.000.000,00 924.510.350,00 97,32 2,68
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial
Jumlah Sasaran 433.590.407.591,00 411.694.885.778,00 94.95 5,05
, Program Perencanaan 366.304.900,00 358.148.464,00 | 97,77 2,23
Meningkatnya | Lingkungan Hidup
Wilayah Program Pengendalian
Tangguh Pencemaran Dan/Atau 1.495.124.350,00 1.469.837.913,00 98,31 1,69
Bencana Kerusakan Lingkungan Hidup
Berbasis p P ol
Lingkungan rogram "engelolaan 103.663.200,00 102415.000,00 | 98,80 120

Keanekaragaman Hayati (Kehati)




Tujuan

Sasaran

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Capaian

Efisensi

Program Pengendalian Bahan
Berbahaya Dan Beracun (B3)

Dan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun (Limbah B3)

7.883.400,00

7.202.200,00

91,36

8,64

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Pplh)

185.387.200,00

183.907.650,00

99,20

0,80

Program Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan Dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

80.383.200,00

77.848.501,00

96,85

3,15

Program Penghargaan
Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

201.542.400,00

194.614.388,00

96,56

344

Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan Hidup

20.516.000,00

20.504.950,00

99,95

0,05

Program Pengelolaan
Persampahan

29.106.721.100,00

27.478.901.348,00

94,41

5,59

Program Peningkatan
Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum

5.028.485.350,00

4.909.105.600,00

97,63

2,37

Program Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran Dan Penyelamatan
Non Kebakaran

934.452.550,00

894.642.760,00

95,74

4,26

Program Penanggulangan
Bencana

2.410.713.600,00

2.355.211.299,00

97,70

2,30

Jumlah Sasaran

39.941.177.250,00

38.052.340.073,00

95,27

4,73

TOTAL

937.295.513.300,00

894.988.647.231,00

95,49

4,51

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan

hasil (kinerja) yang telah dicapai disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16
Tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Tujuan Sasaran Indikator Capaian Penyerapan | Tingkat
Kinerja Kinerja Anggaran Efisiensi
(%) (%)
Meningkatkan | Meningkatnya Angka 106,25 93,72 1,13
Daya Saing Pemerataan Kemiskinan
Daerah Pembangunan
dan Perlindungan
Sosial
Meningkatnya Indek 100,61 96,95 1,04
kualitas Sumber Pembangunan
Daya Manusia Manusia
yang berdaya
saing dan
berkeadilan
dengan semangat
kegotong
royongan
Meningkatnya Pertumbuhan 93,50 98,47 0,95
Daya Saing Ekonomi
perekonomian




dengan
bersumber
potensi ekonomi
lokal

Meningkatnya tata Indek 99,51 94,95 1,05
Pemerintahan Reformasi
yang berkualitas Birokrasi
dengan semangat
Reformasi
Birokrasi

Meningkatnya Indek Resiko 106,04 95,27 1,11
wilayah tangguh Bencana
bencana berbasis
lingkungan

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

APBD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) melalui KUA dan PPAS vyang disepakati antara Pemerintah
Kabupaten dan DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam rangka mewujudkan
tercapainya tujuan pembangunan daerah. RKPD kemudian diterjemahkan ke
dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang
disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :
1. aspirasi masyarakat;
2. kinerja pemerintah daerah sebelumnya;
3. perkembangan dan arah kebijakan ekonomi nasional;
4

potensi daerah.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 dengan

memperhatikan RPJMN 2020-2025 serta arah kebijakan dan isu strategis

RKP 2025 guna mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional.

Adapun 8 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dimaksud,

meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi

syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;



3. Melanjutkan pengembngan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja
yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry
kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi
melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender serta
penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generai 2)
dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya
alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan
penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun

2025 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan
kemiskinan, difokuskan pada :

a. Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada
peningkatan Ilahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro
industri.

b. Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan,
akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-
produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/
perdagangan dan kolaborasi dengan e commerce.

c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang
ekspor dan perlindungan konsumen.

d. Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi
produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan

perluasan pasar berbasis digital.



e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan
perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP)
dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal.

f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring
pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas
sektor dan swasta.

g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan
lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan.

h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.

i. Peningkatan daya saing pariwisata lokal dengan penguatan lembaga
kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik wisata.

. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

difokuskan pada :

a. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui
peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan
antar wilayah.

b. Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan
kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak
mampu, korban bencana dan korban program pembangunan.

c. Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses
sanitasi layak untuk mencapai SPM.

d. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem
irigasi berkualitas dan penanganan banijir.

. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada :

a. Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

b. Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang
dihasilkan oleh usaha industri.

c. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi
pemanfaatan TPST.

. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada :

a. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk
mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan,
penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan
Desa Siaga.



h.

. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang

berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas

keluarga sejahtera.

. Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat

pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan
meminimalkan anak wusia sekolah yang tidak sekolah serta

pengembangan sekolah inklusi.

. Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital.

. Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan

perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran.
Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi

ditingkat regional, nasional dan internasional.

. Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya

serta pelestarian cagar budaya.

Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.

. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan

pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan

pada :

a.

® o 0o O

Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui
perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan,
kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah

dan kabupaten pintar.

. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;

Pengembangan pengelolaan arsip digital.

. Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan.

. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi

kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan.
Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat
beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan

pendidikan politik masyarakat.

. Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi

daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan,

difokuskan pada :

a.

Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).



b. Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah.
c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam
pembangunan desa dan kelurahan.
d. Pengembangan kerjasama antar desa.
Struktur APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi,
belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Tidak ada lagi klasifikasi
belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Dasar hukum penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar
yaitu:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023.

2.2.1. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk :
1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui :
a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan
gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di
pos-pos pelayanan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi
wajib pajak dan retribusi;
c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada
masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
d. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada
masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;

e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;



f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;

g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda

pajak dan retribusi;

h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari

Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;

beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan

Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan

peningkatan
BUMD/Perusda;

profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat

4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah

pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;

5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Tabel berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan

Daerah Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun berturut-turut :

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2025
Uralan Tahun 2025 Tahun 2024
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
PENDAPATAN - LRA 2.253.724.445.264,00 2.346.218.943.339,00 2.508.977.540.239,00 2.519.423.342.414,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 528.841.675.674,00 563.050.059.242,00 436.925.854.831,00 453.872.526.415,00
Pajak Daerah - LRA 320.268.063.000,00 344.155.093.130,00 217.700.930.000,00 245.820.209.492,00
Retribusi Daerah - LRA 180.818.067.820,00 177.327.007.208,00 188.926.096.068,00 174.381.216.034,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 21.512.296.254,00 23.207.593.833,00 21.037.753.463,00 21.556.721.990,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 6.243.248.600,00 18.360.365.071,00 9.261.075.300,00 12.114.378.899,00

PENDAPATAN TRANSFER - LRA

1.724.882.769.590,00

1.783.168.884.097,00

2.070.563.685.408,00

2.064.062.815.999,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

1.606.617.652.000,00

1.632.427.876.896,00

1.821.681.568.818,00

1.812.604.755.890,00

Dana Perimbangan - LRA

1.411.386.242.000,00

1.446.803.813.766,00

1.607.406.388.818,00

1.598.329.575.890,00

Insentif Fiskal- LRA

16.499.104.000,00

16.499.104.000,00

32.701.326.000,00

32.701.326.000,00

Dana Desa - LRA

178.732.306.000,00

169.124.959.130,00

181.573.854.000,00

181.573.854.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA 118.265.117.590,00 150.741.007.201,00 248.882.116.590,00 251.458.060.109,00
Pendapatan Bagi Hasil - LRA 81.204.450.590,00 116.173.900.726,00 182.546.569.590,00 186.729.872.109,00
Bantuan Keuangan - LRA 37.060.667.000,00 34.567.106.475,00 66.335.547.000,00 64.728.188.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 0,00 0,00 1.488.000.000,00 1.488.000.000,00
Pendapatan Hibah - LRA 0,00 0,00 1.488.000.000,00 1.488.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025




Tabel 3.18

Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2024

Uraian Tahun 2025 Tahun 2024 Kenaikan(/Penurunan) %
Realisasi Realisasi
PENDAPATAN - LRA 2.346.218.943.339,00 2.519.423.342.414,00 (173.204.399.075,00) (6,87)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 563.050.059.242,00 453.872.526.415,00 109.177.532.827,00 24,05
Pajak Daerah - LRA 344.155.093.130,00 245.820.209.492,00 98.334.883.638,00 40,00
Retribusi Daerah - LRA 177.327.007.208,00 174.381.216.034,00 2.945.791.174,00 1,69
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 23.207.593.833,00 21.556.721.990,00 1.650.871.843,00 7,66
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 18.360.365.071,00 12.114.378.899,00 6.245.986.172,00 51,56
PENDAPATAN TRANSFER - LRA 1.783.168.884.097,00 2.064.062.815.999,00 (280.893.931.902,00) (13,61)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.632.427.876.896,00 1.812.604.755.890,00 (180.176.878.994,00) (9,94)
Dana Perimbangan - LRA 1.446.803.813.766,00 1.598.329.575.890,00 (151.525.762.124,00) (9,48)
Insentif Fiskal - LRA 16.499.104.000,00 32.701.326.000,00 (16.202.222.000) (49,55)
Dana Desa - LRA 169.124.959.130,00 181.573.854.000,00 (12.448.894.870,00) (6,86)
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA 150.741.007.201,00 251.458.060.109,00 (100.717.052.908,00) (40,05)
Pendapatan Bagi Hasil - LRA 116.173.900.726,00 186.729.872.109,00 (70.555.971.383,00) (37,79)
Bantuan Keuangan - LRA 34.567.106.475,00 64.728.188.000,00 (30.161.081.525,00) (46,60)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 0,00 1.488.000.000,00 (1.488.000.000,00) (100,00)
Pendapatan Hibah - LRA 0,00 1.488.000.000,00 (1.488.000.000,00) (100,00)

Berdasarkan tabel 3.35 dan 3.36 realisasi pendapatan daerah tahun 2025
dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mengalami
penurunan sebesar Rp173.204.399.075,00 atau 6,87% dibandingkan
realisasi pendapatan daerah Tahun 2024. Kenaikan realisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang paling signifikan terdapat pada Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp18.360.365.071,00 atau 51,56%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

Pendapatan transfer sebesar
Rp280.893.931.902,00. Penurunan signifikan sebesar 49,55% berada
pada pendapatan transfer-insentif fiskal dengan realisasi sebesar Rp
32.701.326.000,00 di tahun 2024 turun menjadi Rp16.499.104.000,00 di

tahun 2025.

mengalami  penurunan  signifikan

Permasalahan Bidang Pendapatan

Permasalahan Umum dalam Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal

Pendapatan Asli Daerah adalah :

a. Miskinnya Sumber Daya Alam.

b. Adanya beberapa aset / obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum
diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten Karanganyar;



Kesadaran para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dalam
membayar Pajak dan Retribusi Daerah masih belum sesuai harapan
kita;

. Situasi dan kondisi negara yang berpengaruh terhadap perekonomian
dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak terhadap kemampuan
dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;

. Penentuan besarnya Alokasi Dana Perimbangan menjadi kewenangan

Pemerintah Atasan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Propinsi.

Pemecahan Masalah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah

sebagai berikut:

a
d
b

d.

. Melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan
aerah.

. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak
dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan waijib pajak dan pembayar
retribusi daerah supaya tidak memberatkan dunia usaha dan
masyarakat.

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD
untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan
peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan.

Peningkatan penerimaan pendapatan melalui pernyertaan modal atau

investasi.

e

. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan

daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan

Pendapatan Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan

jalan :
1.

Mengadakan rapat koordinasi pendapatan daerah secara berkala, agar
dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dapat dipecahkan dan
dicari jalan keluarnya;

. Mengadakan pemantauan terhadap perkembangan masing-masing

sumber pendapatan secara berkesinambungan untuk mengetahui
sumber-sumber pendapatan yang kontribusinya cukup besar dan masih

dapat untuk ditingkatkan;



3. Mengadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah di bidang
Pendapatan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

4. Menyusun Peraturan Daerah yang baru disesuaikan dengan potensi dan

kewenangan daerah;

5. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan untuk
menghindari adanya kebocoran penerimaan pendapatan daerah;

6. Menggiatkan penyuluhan-penyuluhan untuk menjadikan masyarakat
lebih mengetahui kewajibannya sejalan dengan kebutuhan dana bagi
Pemerintah;

7. Mendorong Penguatan Modal Usaha, Penyehatan dan Peningkatan
Kinerja BUMD;

8. Pemanfaatan peluang melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan
Pihak Ketiga.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Dalam rangka penyusunan Belanja Daerah, agar pembangunan
daerah dapat berjalan secara optimal dengan kemampuan keuangan
daerah yang tersedia maka Pemerintah daerah menetapkan kebijakan
umum anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai
berikut :

1. Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja
untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan
memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik;

2. Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang
berstandar pelayanan minimal dan operasional;

3. Belanja daerah untuk mengakomodir program pembangunan yang
dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);

4. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan
pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya;

5. Belanja daerah yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah
didasarkan pada standar satuan harga (terutama dalam pengadaan
barang dan jasa). Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit

harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah




kebijakan untuk harga satuan yang akan digunakan dalam
pengadaan barang dan jasa;

6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah (desa dan
kelurahan) melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
atau Dana Kelurahan yang diarahkan untuk peningkatan sarana
prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa;

7. Belanja Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip
efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2025 sebagai berikut:

. Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran
Berbasis Prestasi Kerja untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan
publik, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan
keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik;

. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan
mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar satuan harga
yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemberian gaji
ketiga belas maupun Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji. Di
samping itu dianggarkan biaya penyelenggaraan jaminan kecelakaan
kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta PNSD;

. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah
kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari
pajak daerah dan retribusi daerah;

. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa
dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan dikurangi
Dana Alokasi Khusus (DAK);\

. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan

hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan




Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin
dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN;
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja
dan studi banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun
perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan
jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud;

Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar dan sejenis lainnya dilakukan secara selektif dengan
memperhatian aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan

efektifitas penggunaan anggaran;

10.Penganggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan

11.

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan dasar kepada masyarakat. Di samping itu belanja modal
dianggarkan sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai
asset tersebut siap digunakan;

Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan trasparansi dengan
mengutamakan produk-produk dalam negeri. Pengadaan dan
pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan
kebutuhan barang milik daerah. Khusus penganggaran pembangunan
gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

Negara;

12.Pengelolaan belanja daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai validasi rencana belanja

daerah yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya;



13.Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan

daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja baik belanja

tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;

14.Penyusunan belanja daerah yang diproyeksikan kepada masing-

masing SKPD didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam

pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat

inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi beban

keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit

harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan

untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang

dan jasa;

15.Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisien,

efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun target dan realisasi dari belanja langsung dan tidak langsung

Kabupaten Karanganyar dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai

berikut :
Tabel 3.19
Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 — 2024
Tahun 2025 Tahun 2024
Uraian
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
BELANJA DAERAH 2.377.709.346.840,00 2.260.972.959.907,00 2.616.828.521.954,00 |  2.480.302.422.553,00
BELANJA OPERASI 1.806.385.560.743,00 1.719.747.871.938,00 1.853.854.679.331,00 | 1.764.200.090.294,00
Belanja Pegawai 1.101.486.295.488,00 1.050.639.256.874,00 1.064.166.337.342,00 | 1.018.333.415.110,00
Belanja Barang dan Jasa 604.547.193.755,00 569.527.625.119,00 639.656.492.857,00 598.273.319.534.00
Belanja Hibah 94.807.071.500,00 94.117.815.673,00 144.148,643.120,00 141.713.649.650.00
Belanja Bantuan Sosial 5.545.000.000,00 5.463.174.272,00 5.883.206.012,00 5.879.706.000.00
BELANJA MODAL 213.784.226.097,00 200.009.957.839,00 369.304.539.129,00 333.809.338.567.00
Belanja Modal Tanah 2.271.000.000,00 2.175.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.244.621.812,00 55.653.076.435,00 88.121.825.752,00 79.859.635.455,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27.931.837.000,00 26.104.344.565,00 42.840.905.050,00 40.255.091.301,00
?aerl;ngjanOda' Jalan, Irigasi dan 114.144.862.335,00 107.112.501.180,00 228750.635.61500 |  204.332.803.067,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.855.629.950,00 8.681.698.200,00 9.502.172.712,00 9.281.970.095,00
Belanja Modal Aset Lainnya 336.275.000,00 283.337.459,00 80.000.000,00 79.838.649,00
BELANJA TAK TERDUGA 7.752.533.000,00 1.480.450.000,00 13.488.475.894,00 2.187.166.092,00
Belanja Tak Terduga 7.752.533.000,00 1.480.450.000,00 13.488.475.894,00 2.187.166.092,00
BELANJA TRANSFER 349.787.027.000,00 339.734.680.130,00 380.180.827.600,00 380.105.827.600,00
Belanja bagi hasil 22.369.105.600,00 22.369.105.600,00 22.785.826.900,00 22.785.826.900,00
Belanja Bantuan Keuangan 327.417.921.400,00 317.365.574.530,00 357.395.000.700,00 357.320.000.700,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025




Tabel 3. 20

Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2025 - 2024

Uraian Tahun 2025 Tahun 2024 Kenaikan/(Penurunan) %
Realisasi Realisasi

BELANJA DAERAH 2.260.972.959.907,00 2.480.302.422.553,00 (219.329.462.646,00) (8,84)
BELANJA OPERASI 1.719.747.871.938,00 1.764.200.090.294,00 (44.452.218.356,00) (2,52)
Belanja Pegawai 1.050.639.256.874,00 1.018.333.415.110,00 32.305.841.764,00 3,17
Belanja Barang dan Jasa 569.527.625.119,00 598.273.319.534.00 (28.745.694.415,00) (4,80)
Belanja Hibah 94.117.815.673,00 141.713.649.650.00 (47.595.833.977,00) (33,59)
Belanja Bantuan Sosial 5.463.174.272,00 5.879.706.000.00 (416.531.728,00) (7,08)
BELANJA MODAL 200.009.957.839,00 333.809.338.567.00 (133.799.380.728,00) (40,08)
Belanja Modal Tanah 2.175.000.000,00 0,00 2.175.000.000,00 -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.653.076.435,00 79.859.635.455,00 (24.206.559.020,00) (30,31)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.104.344.565,00 40.255.091.301,00 (14.150.746.736,00) (35,15)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 107.112.501.180,00 204.332.803.067,00 (97.220.301.887,00) (47,58)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.681.698.200,00 9.281.970.095,00 (600.271.895,00) (6,47)
Belanja Modal Aset Lainnya 283.337.459,00 79.838.649,00 203.498.810,00 254,89
BELANJA TAK TERDUGA 1.480.450.000,00 2.187.166.092,00 (706.716.092,00) (32,31)
Belanja Tak Terduga 1.480.450.000,00 2.187.166.092,00 (706.716.092,00) (32,31)
BELANJA TRANSFER 339.734.680.130,00 380.105.827.600,00 (40.371.147.470,00) (10,62)
Belanja bagi hasil 22.369.105.600,00 22.785.826.900,00 (416.721.300,00) (1,83)
Transfer Bantuan Keuangan 317.365.574.530,00 357.320.000.700,00 (39.954.426.170,00) (11,18)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
Berdasarkan tabel 3.37 dan 3.38 realisasi belanja daerah Tahun Anggaran

2025 mengalami penurunan sebesar Rp219.329.462.646,00 dibandingkan
belanja daerah Tahun Anggaran 2024.

Realiasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp32.305.841.764,00
atau 3,17% dari tahun 2024 sedangkan belanja hibah di tahun 2025
mengalami penurunan signifikan sebesar Rp47.595.833.977,00 atau 33,59%
dari tahun 2024.

Untuk komponen belanja modal, realisasi belanja modal tanah mengalami

kenaikan sebesar Rp2.175.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi belanja

modal tanah tahun 2024. Sedangkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar Rp97.220.301.887,00

dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan mesin tahun 2024.




2.2.2. Pembiayaan Daerah

a.

Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran
pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan
untuk menutup selisin antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran
belanja daerah.

Arah kebijakan umum pembiayaan yaitu adanya peningkatan
pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah diharapkan terjadi
surplus, jika setiap tahun terjadi surplus anggaran diharapkan penyertaan
modal daerah setiap tahunnya selalu meningkat dan sisa lebih tahun
anggaran dipergunakan untuk memperkuat posisi Kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian
pinjaman, Arah dan Kebijakan Umum pembiayaan daerah diharapkan untuk
bisa surplus, apabila terjadi surplus anggaran maka diharapkan penyertaan
modal daerah dapat ditingkatkan disamping itu posisi kas daerah akan
terjamin atau likuid.

Dalam penganggarannya Pembiayaan daerah dianggarkan dalam
dua bagian yaitu :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayarkembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
padatahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : sisa lebih
perhitungananggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan
danacadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman;

dan penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : pembentukan dana



cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran

pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan

Daerah diarahkan sebagai imbangan atas diterimanya utang serta, perlu

disesuaikan

kembali

pemberian

pinjaman

kepada

masyarakat. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan

pembiayaan dengan

semakin besar menunjukkan defisit APBD yang semakin besar pula.

pengeluaran

pembiayaan. Pembiayaan yang

Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua)

tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2024
Tahun 2025 Tahun 2024
URAIAN
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 146.984.901.576,00 | 146.984.901.576,00 | 129.863.981.715,00 |  129.863.981.715,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 146.984.901576,00 | 146.984.901.576,00 | 129.863.981.71500 | 129.863.981.715,00

Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 23.000.000.000,00 |  18.000.000.000,00 | 22.013.000.000,00 22.000.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000,00 |  10.000.000.000,00 0,00 0,00

Penyertaan Modal Daerah 13.000.000.000,00 8.000.000.000,00 |  22.013.000.000,00 22.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

123.984.901.576,00

128.984.901.576,00

107.850.981.715,00

107.863.981.715,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tabel 3.22
Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2024
URAIAN Tahun 2025 Tahun 2024 kenaikan/ (Penurunan) %
Realisasi Realisasi
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 146.984.901.576,00 129.863.981.715,00 17.120.919.861,00 13,18
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 146.984.901.576,00 129.863.981.715,00 17.120.919.861,00 13,18
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.000.000.000,00 22.000.000.000,00 4.000.000.000,00 (18,18)
Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 -
Penyertaan Modal Daerah 8.000.000.000,00 22.000.000.000,00 (14.000.000.000,00) (63,64)
PEMBIAYAAN NETTO 128.984.901.576,00 107.863.981.715,00 21.120.919.861,00 19,58

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025




Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
untuk Melaksanakan Sasaran Strategis

Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian | Efisensi
Program Pengelolaan Sumber 7.016.278.220,00 6.165.689.93300 | 87,88 | 12,12
Daya Air (Sda)
Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem 2.463.100.000,00 2.404.912.300,00 97,64 2,36
Penyediaan Air Minum
Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem Air 1.067.100.000,00 1.048.765.573,00 98,28 1,72
Limbah
Program Pengelolaan Dan 1.899.000.000,00 1.765.881.300,00 | 92,99 7,01
Pengembangan Sistem Drainase
Program Penataan Bangunan 7.968.847.000,00 711470581900 | 8928 | 10,72
Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan 124.180.444.735,00 116.899.777.431,00 94,14 5,86
Program Pengembangan Jasa 100.000.000,00 97.996.350,00 | 98,00 2,00
Konstruksi
Program Penyelenggaraan 1.962.832.000,00 185440358200 | 9448 | 552
Penataan Ruang
Program Pengembangan 348.650.750,00 345673.950,00 | 9915 | 0,85
Perumahan
Program Kawasan Permukiman 732.670.975,00 724.653.230,00 98,91 1,09
Meningkatnya | Program Perumahan Dan 39.341.610,00 3877690000 | 9856 | 144
Pemerataan Kawasan Permukiman Kumuh
Pembangunan .
Dan g;ﬁgmﬁ“L'th‘?h't‘:;agn::‘r’ns?gl‘; 1.556.170.227,00 145237266000 | 9333 | 667
Perlindungan
Sosal Program Peningkatan Pelayanan
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi,
) Dan Registrasi Bidang 40.563.000,00 39.924.250,00 98,43 1,57
Meningkatkan Perumahan Dan Kawasan
Daya Saing Permukiman
Daerah
Program Pemberdayaan Sosial 44.428.250,00 43.742.150,00 98,46 1,54
Program Rehabilitasi Sosial 512.253.200,00 474.421.596,00 92,61 7,39
Program Perlindungan Dan 6.070.885.170,00 580592672200 | 9564 | 4,36
Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana 144.192.400,00 133.201.900,00 92,38 7,62
Program Pengelolaan Taman 30.949.400,00 3094220000 | 9998 | 0,02
Makam Pahlawan
Program Penyelesaian Ganti
Kerugian Dan Santunan Tanah 75.000.000,00 73.202.000,00 97,60 2,40
Untuk Pembangunan
Program Redistribusi Tanah, Dan
Ganti Kerugian Program Tanah
Kelebihan Maksimum Dan Tanah 31:250.000,00 000 0.0 100,00
Absentee
Program Penatagunaan Tanah 301.370.000,00 242.631.800,00 80,51 19,49
Jumlah Sasaran 156.585.326.937,00 146.757.601.646,00 93,72 6,28
Meningkatnya | Program Pengelolaan Pendidikan 163.937.333.643,00 162.314.365.702,00 99,01 0,99
Kualitas
Sumber Daya | Program Pendidik Dan Tenaga 14.286.800,00 1178680000 | 8250 | 17,50
Manusia Yang | Kependidikan ' ' ' '
Berdaya Saing | Program Pengendalian Perizinan 9.840.000.00 9.580.000.00 9736 264
Dan Pendidikan T T ' '
Berkeadilan Program Pengarusutamaan
Dengan Gender Dan Pemberdayaan 15.000.000,00 14.252.750,00 95,02 4,98
Semangat Perempuan
Kegotong Program Perind
gram Perlindungan
Royongan Perempuan 215.330.400,00 140.288.800,00 65,15 34,85
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Program Pengelolaan Sistem
Data Gender Dan Anak 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00
(F’F[ﬁg;am Pemenuhan Hak Anak 140.000.000,00 134187.80000 | 9585 | 415
Frogram Perlindungan Khusus 205.329.600,00 16787610000 | 8176 | 1824
Ere‘?jgaram Perencanaan Tenaga 44.704.950,00 4299995000 | 9619 | 381
Program Pelatihan Kerja Dan 1.980.920.000,00 1925.225.13200 | 97,19 2,81
Produktivitas Tenaga Kerja
Ere‘;jgaram Penempatan Tenaga 61.153.400,00 5921590000 | 9683 | 317
Program Hubungan Industrial 175.094.750,00 165.333.332,00 94,43 5,57
Program Pengendalian Penduduk 413.777.100,00 407.430.850,00 98,47 1,53
Program Pembinaan Keluarga 5.461.759.800,00 530088577600 | 97,05 | 2,95
Berencana (Kb)
Program Pemberdayaan Dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera 4.921.729.200,00 4.907.538.200,00 99,71 0,29
(Ks)
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan 80.220.109.872,00 74.383.459.722,00 92,72 7,28
Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia 3.327.243.300,00 3.205.799.724,00 96,35 3,65
Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan Dan Makanan 473.725.970,00 465.447.020,00 98,25 1,75
Minuman
Program Pemberdayaan 532.136.000,00 512.490.00000 | 96,31 3,69
Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Pendaftaran Penduduk 961.848.537,00 921.429.500,00 95,80 4,20
Program Pencatatan Sipil 73.002.300,00 69.599.300,00 95,34 4,66
Program Pengelolaan Informasi 93.604.825,00 0361480000 | 9991 | 0,09
Administrasi Kependudukan R T ' '
Program Pengelolaan Profi 15.387.400,00 15.300.00000 | 99,43 0,57
Kependudukan
Jumlah Sasaran 263.298.407.847,00 255.273.107.158,00 96,95 3,05
Program Penyelenggaraan Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 9.579.787.450,00 9.334.702.476,00 97,44 2,56
Program Pelayanan [zin Usaha 10.000.000,00 9.999.100,00 | 99,99 0,01
Simpan Pinjam
Program Pengawasan Dan 128.400.000,00 127.887.158,00 | 99,60 0,40
Pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan 35.000.000,00 35.000.000,00 | 100,00 | 0,00
Ksp/Usp Koperasi
Meningkatnya " program Pendidikan Dan Latihan
Daya Sa'"g. Perkoperasian 2.525.080.000,00 2.496.812.413,00 98,88 1,12
Perekonomian Program Pemberdayaan Dan
Dengan g yae 1.840.000.000,00 1.840.000.000,00 100,00 0,00
Perlindungan Koperasi
Bersumber
Potensi Program Pemberdayaa_n Usaha
Ekonomi Lokal | Menengah, Usaha Kecil, Dan 221.400.000,00 218.467.100,00 | 98,68 132
Usaha Mikro (Umkm)
Program Pengembangan Umkm 5.188.500.000,00 5.173.500.000,00 99,71 0,29
Program Pengembangan IKiim 127.997.000,00 12731425000 | 9947 | 053
Penanaman Modal
Frogram Promosi Penanaman 116.943.400,00 11594340000 | 9914 | 086
Program Pelayanan Penanaman 104.705.250,00 10444750000 | 9975 | 025

Modal
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Program Pengendalian 32.521550,00 3252155000 | 10000 | 0,00
Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan
Sistem Informasi Penanaman 4.039.000,00 4.039.000,00 100,00 0,00
Modal
Program Peningkatan
Diversifikasi Dan Ketahanan 170.447.000,00 167.270.966,00 98,14 1,86
Pangan Masyarakat
Program Penanganan 5.490.000,00 549000000 | 10000 | 0,00
Kerawanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan 20.051.000,00 2002000000 | 9985 | 015
angan
Program Pengelolaan Perikanan 448.614.725,00 44798472500 | 9986 | 0,14
Budidaya
Program Pengawasan Sumber 21.468.750,00 21.468.750,00 | 100,00 0,00
Daya Kelautan Dan Perikanan
Program Pengolahan Dan 54.371.650,00 5430565000 | 9988 | 0,12
Pemasaran Hasil Perikanan
Program Penyediaan Dan
Pengembangan Sarana 15.745.895.100,00 15.555.462.603,00 98,79 1,21
Pertanian
Program Penyediaan Dan
Pengembangan Prasarana 4.870.315.000,00 4.748.029.136,00 97,49 2,51
Pertanian
Program Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan 53.244.450,00 52.434.450,00 98,48 1,52
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Pengendalian Dan
Penanggulangan Bencana 26.202.000,00 26.202.000,00 100,00 0,00
Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian 788.628.000,00 755.779.800,00 95,83 417
Program Pengelolaan Energ 8.700.000,00 854800000 | 9825 | 175
Baru Terbarukan
Program Peningkatan Sarana 946.202.550,00 943.803.950,00 | 99,75 0,25
Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok Dan 20.906.800,00 20.825.200,00 99,61 0,39
Barang Penting
Program Standardisasi Dan 16.776.000,00 1676750000 | 9995 | 0,05
Perlindungan Konsumen
Program Penggunaan Dan 185.010.000,00 18256330000 | 98,68 1,32
Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program Perencanaan Dan 514.037.800,00 497.399.55000 | 9676 | 324
Pembangunan Industri
Program Pengendalian [zin 30.084.200,00 2716820000 | 90,31 9,69
Usaha Industri
Program Pengelolaan Sistem 39.375.000,00 38.554.849,00 | 97,92 2,08
Informasi Industri Nasional
Jumlah Sasaran 43.880.193.675,00 43.210.712.576,00 98,47 1,53
Program Pemetintahan Dan 10.763.953.350,00 10536.541.182,00 | 97,89 211
Kesejahteraan Rakyat
Program Perekonomian Dan 1,521.727.550,00 141199920700 | 9279 | 721
Meningkatnya | _Pembangunan
Tata
. Program Dukungan Pelaksanaan
sgnmgenntahan Tugas Dan Fungsi Dprd 28.403.087.842,00 25.765.641.132,00 90,71 9,29
Berkualitas Program Perencanaan,
Dengan Pengendalian Dan Evaluasi 876.010.300,00 869.913.193,00 99,30 0,70
SemangaF Pembangunan Daerah
Reformasi Program Koordinasi Dan
Birokrasi Sinkronisasi Perencanaan 1.128.868.850,00 1.105.408.419,00 97,92 2,08
Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan 362.605.938.832,00 346.062.604.734,00 95,44 4,56

Daerah
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Anggaran

Realisasi

Capaian

Efisensi

Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah

1.846.126.120,00

1.757.083.673,00

95,18

4,82

Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

6.792.255.467,00

6.471.629.129,00

95,28

4,72

Program Kepegawaian Daerah

1.698.703.550,00

1.410.774.050,00

83,05

16,95

Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia

1.671.299.955,00

1.429.266.616,00

85,52

14,48

Program Penelitian Dan
Pengembangan Daerah

865.111.450,00

849.254.542,00

98,17

1,83

Program Penyelenggaraan
Pengawasan

3.109.762.425,00

2.333.065.107,00

75,02

24,98

Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan Dan Asistensi

1.193.561.900,00

862.914.950,00

72,30

27,70

Program Penguatan Ideologi
Pancasila Dan Karakter
Kebangsaan

750.000.000,00

718.922.239,00

95,86

4,14

Program Peningkatan Peran
Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan
Politik Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik

1.940.000.000,00

1.917.524.005,00

98,84

1,16

Program Pemberdayaan Dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

7.324.000.000,00

7.125.100.650,00

97,28

2,72

Program Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

150.000.000,00

142.732.600,00

95,16

4,84

Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional Dan
Peningkatan Kualitas Dan
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

950.000.000,00

924.510.350,00

97,32

2,68

Jumlah Sasaran

433.590.407.591,00

411.694.885.778,00

94.95

5,05

Meningkatnya
Wilayah
Tangguh
Bencana
Berbasis
Lingkungan

Program Perencanaan
Lingkungan Hidup

366.304.900,00

358.148.464,00

97,77

2,23

Program Pengendalian
Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

1.495.124.350,00

1.469.837.913,00

98,31

1,69

Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati (Kehati)

103.663.200,00

102.415.000,00

98,80

1,20

Program Pengendalian Bahan
Berbahaya Dan Beracun (B3)

Dan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun (Limbah B3)

7.883.400,00

7.202.200,00

91,36

8,64

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Pplh)

185.387.200,00

183.907.650,00

99,20

0,80

Program Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan Dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

80.383.200,00

77.848.501,00

96,85

3,15

Program Penghargaan
Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

201.542.400,00

194.614.388,00

96,56

3,44

Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan Hidup

20.516.000,00

20.504.950,00

99,95

0,05

Program Pengelolaan
Persampahan

29.106.721.100,00

27.478.901.348,00

94,41

5,59

Program Peningkatan
Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum

5.028.485.350,00

4.909.105.600,00

97,63

2,37
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Program Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan 934.452.550,00 89464276000 | 9574 | 426
Kebakaran Dan Penyelamatan
Non Kebakaran
Frogram Penanggulangan 2.410.713.600,00 235521129900 | 9770 | 230
encana
Jumlah Sasaran 39.941.177.250,00 38.052.340.073,00 95,27 4,73
TOTAL 937.295.513.300,00 894.988.647.231,00 95,49 4,51
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